DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di
Indonesia, Selaras, Malang, 2013.

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Asril Sitompul, Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses
Melayani, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015.

Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, Andi, Yogyakarta, 2011.

Habib Adjie, Menjalin Pemikiran - Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan
Tulisan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2006.

| Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan Sad Satria Bhakti,
Jakarta, 2000.

Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman,
Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2008.

Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, Red Carpet Studio, Bekasi,
2011.

Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Alumni,
Bandung, 2005.

Marzuki Usman, ABC Pasar Modal Indonesia, Institut Bankir Indonesia & lkatan
Sarjana Ekonomi Indonesia Cab. Jakarta, Jakarta, 1994.

Morris L. Cohen & Kent C. Olson, Legal Research, West Publishing Company,
St. Paul, Minn., 1992.

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996.

Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, CV Andi Offset,
Yogyakarta, 2013.

116



Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2011.

R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid | (Bagian Kedua), Rajawali,
Jakarta, 1981.

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa
Aulia, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
2006.

Sri Mamuji, et. Al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Universitas
Indonesia, Jakarta, 2005.

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UPP STIM YKPN,
Yogyakarta, 2006.

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru
Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Tavinayati, Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 20009.

Tumanggor, Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal,
dan Penanaman Modal, F-Media, Bekasi-Jawa Barat, 2014.

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.

DOKUMEN RESMI

Prospektus Penawaran Umum Perdana PT Link Net Tbk, Jakarta, 21 Mei 2014,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No.
64 Tahun 1995.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN
No. 117 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007,
LN No. 106 Tahun 2007.

117



Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun
2011, LN No. 111 Tahun 2011.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun
2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan
Terbatas.

Peraturan Nomor VI.B.1 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-35/PM/1996 Tanggal 17 Januari
1996.

Peraturan Nomor VIII.D.1 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan
Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal Nomor: Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus
Ringkas, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996
Tanggal 17 Januari 1996.

Peraturan Nomor 1X.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor Kep-42/PM/2000 Tanggal 27 Oktober 2000.

Peraturan Nomor 1X.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008
Tanggal 14 Mei 2008.

118



Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor
Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.

Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan
Pendaftaran, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-
690/BL/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam
Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011
Tanggal 30 Desember 2011.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain
Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran | Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal
20 Januari 2014.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.02/2014 tentang
Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Januari 2005.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia
tanggal 30 Mei 2015.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, http://kbbi.web.id/pasar,
diakses tanggal 29 Nopember 2015, pukul 00.01 WIB.

WEBSITE

Situs  OJK,  http://www.ojK.go.id/permintaan-tanggapan-masyarakat-terkait-
rancangan-peraturan-ojk-tentang-perizinan-perusahaan-efek-yang-
melakukan-kegiatan-usaha-sebagai-penjamin-emisi-efek-dan-perantara-
pedagang-efek, diakses tanggal 30 Desember 2015, pukul 14.25 WIB.

119


http://kbbi.web.id/pasar
http://www.ojk.go.id/permintaan-tanggapan-masyarakat-terkait-rancangan-peraturan-ojk-tentang-perizinan-perusahaan-efek-yang-melakukan-kegiatan-usaha-sebagai-penjamin-emisi-efek-dan-perantara-pedagang-efek
http://www.ojk.go.id/permintaan-tanggapan-masyarakat-terkait-rancangan-peraturan-ojk-tentang-perizinan-perusahaan-efek-yang-melakukan-kegiatan-usaha-sebagai-penjamin-emisi-efek-dan-perantara-pedagang-efek
http://www.ojk.go.id/permintaan-tanggapan-masyarakat-terkait-rancangan-peraturan-ojk-tentang-perizinan-perusahaan-efek-yang-melakukan-kegiatan-usaha-sebagai-penjamin-emisi-efek-dan-perantara-pedagang-efek
http://www.ojk.go.id/permintaan-tanggapan-masyarakat-terkait-rancangan-peraturan-ojk-tentang-perizinan-perusahaan-efek-yang-melakukan-kegiatan-usaha-sebagai-penjamin-emisi-efek-dan-perantara-pedagang-efek

